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BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
bahwa untuk melaksanakan kectcntuan dari Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
OrganiIsasi pada Instansi Pemerintah tntikSER mam Ra

Penyederhanaan Birokrasi,
. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan Surat Gubernurb.
Kaltim Nomor 061/4301/B. Org-KL tanggal 16 Agustus
2021 Hal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Naerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fiingsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah nada Radan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
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Indonesia Tahun 1945:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

2.

Negara Tahun 19539 Nomor 9) achagai UndangUndang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indoncsia Nomor 5679):

3.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun4.
2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):

Jalan Woiter Monginsidi Kode Pos 7511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094



-Peraturuwi Menteri PeudayARMIlaati Avsara Jari Reiorinasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Adinistrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional:

?Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Syuktu Organisasi peda Instansi Peumuintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi:

7. Perairan Iaerah Kahitnaten Kirtai Kartanegara Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang
Menj

adi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai

Kautaicgara (Lenmbaran Dacrah Kabi'upatci Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72):

8. Peratiran Daerah Kahunaten Kutai Kartanegara Namar 9
Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara
(Lembaran

Masak 1. TT
ma makanan hem ML NMmo mmDArrAaA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Namaor

73).
Ti

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

M
N

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kabupaten Kutai Kartancgara.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin nelaksanaan urnisan nermerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai
Kartanegara.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kenala Dadan adalah Pejahat yang Memimpin Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepala Bidang adalah Pejabat yang Memimpin Bidang pada Badan
Pckei aligaoil CPembanguijidti Daecr ah KabupatSi Kutaiai KatLalicpara&.

Kepala '
Sub

b Bagian :adalahn Pejabat
yangpsi PaiSub basah pada

Badan

Dalam

4.

7.

8.

na9.
aAnaAn PemnanmiIinar h Ka r Ka A1



13.

15.

3 le
s

19.

20.

21.

22,

23.

ITE yoo oU 1... -A bl 1ISO uk Jubutarn Fungsional adalah Kelompuk Jabatan PLESIOLIRI Pulaz
ad

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Unit Pelaksana Teknis Daerah setanitutnya disingkat UPTD adalah unsur11

pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan tau kegiatan teknis penunjang tertentu.

32.1Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Undakan masa
depan yang tepat, melalui urutan “ilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah memanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata,

baik dalam
aspek pendapatan, Kesempatan kerja, lapangan berusaha, akoes terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
manusia.

Unit Pelaksana Tekiis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit
pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan teknis operasional dan atau
kegiatan teknis tertentu lainnya yangmempunyai wilayah kerja tertentu.
Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) Tahun.

Z1, TOT TA A1 | MeliRencana Keria yang Selanjut:iya disebut RENJA adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
Perianiian Kinerja adalah kehiaran/hasit dari keciatan / program yang
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kredibilitas dan keluaran terukur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang Ss juli
adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas an lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD.
Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara selanjutnya disingkatLHKPN adalah Tapur asa dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya
tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta
kekayaan penvcienggara Negara.

disingkat LKIP

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat
TKAOM adala Infkam y gb hn aba Iralrarra KaLIIKASN adalah daftar seluruh harta !kekay san Aparsatur Sipil Negara yang

dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negarta dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan

pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
ASPcTawa NgECn Sip! Dasrah Golongaan Ir.a kcatas sesuai GCCigan

penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.
Laporan Keterangan Pertanggungjiawaban Kepala Daerah kepada DPRD
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
AAU Asu Inasa jasatan yan disampaikan Jaa Mara MELAUI Cat KEVAaA
DPRD.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan
Dansamn Karin Damha 1 Dhnarah ane ANianmnaitran nlah an h#Nola tara Ojak 3 Singangunan AM 6AKGA CALA WAT IS KALAIULL AA IDA AntAk Ulah kepala daerah
kepada Pemerintah.
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adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan
atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat

di

Gaerah selama3 (tiga) bulan setelah tahun aggaran berakhir.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketcutuau jjenis dan nrutu pelayanan dasar yag Inerupakan Ui Usa wajib

3

23

pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
26. Rencana Kerja Pemhangitnan Daerah yang setanititnva disingkat RKPD

adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang di
susun

sebagai jabaran
dari rencana pembangunan jangka menengah

A5 Pa nan TAAT 1-1 aan 22Gacrah (RPJMD) busewpkutan.
27. Kelompok Jabatan Fungsional disebut Kelompok Jafung adalah

sekelamnok jabatan yang herisi fimgsi dan tigas herkaitan dengan
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

DA "TtUOnO it

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
R
Kedudukan

asal
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur pelaksana
Untisan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah herkedudtiikan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dapjail NCUUA

Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok
membant» Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Fung
Hat AAasal Y

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa
sePerencanaan Pembanginan Daerah menyelenggarakan finosi:TIELRARR TOILET EP SARN AA PAS ASI MPA EME Ae mt » sal 3, Badan

aga! herikiit:he
a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah,
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah,
an, Evaluasi, Jan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah:E

d. pemntinaan teknis penyelenggaraan fanpsi-fninpsi pemnjang Yimusa
Pemerintahan Daerah di BidangPerencanaan Pembangunan Daerah, dan

mn

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
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(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri
dari :

a. Kepala Badan:
Ia Pa an

SS TN SN Sen 2 - 1 1-1-- --2. De CIA IG, HIM UAWAII Kai:

1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan,
Ta! At TAt- 5 TT —

ha
1
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3. Kelompok Jabatan Fungsional.
5» DA oo Oh 5 no LA A5 TN Aga DO Ay Yaaara A1.» Nan An&. DIUALIK FS SI. gai KU MOtali Il DLL UCI Itaya Misi, III

1. Kelompok Jabatan Fungsional:
AN 71 L Taka haan Too) mat 51. Abon
Fan PA LUNA, BAYALAL ? SAJA, MAL

1

Kelompok Jabatan Fungsional3.

Fa o3

2, Kelurupok Jabatan Fungsional, Jan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

J. at Ha ang ant. Bidang FerSikka aa Fill valigUilai

Pengembangan Wilayah, membawahkan:
1. Kelompok .Tahatan Fingsinnat:
2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
2 Kalam . rotan
nee Bait SARA OH

Kah agandenga daa

Dar: ..y
a D. PE . “. ..18 ESICIICSIIAGII Sosial BuduyYa Uelll PSSI MLMIIGAII, meimbuwat . -ASI.

Kelompok Jabatan Fungsional

f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional,
2. Kelompok Jabatan Fungsional: dank.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelomnok ahatan Fungsional: danKE nok Jaharan

aa
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h. UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD).

TATA KERJA

Kepala Badan

Tata Kerja Kepala Badan meliputi :

a anemnuupig, snerencanakan, menpkoordinasikan, membina,
dan mengawasi kegiatan badan:

KIA

bh, memrmirskan kebiiakan teknis hadan:
ba Li

Cc. merumuskan rencana program kerja badan:
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teng Teratai,sikanu pelksanaan propram bagan,
merumuskan kebijakan administrasi badan:e.
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evaluasi badan:
menghimpun ian menyamnaikan hahan tannoran penyiraman I.KP. Bmpati
dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah:

2

aan mn ad -— - . --

- menghi Inpukiii dai juciiyainpaikan bahan lapo1—i key LiSsitadil LKroD setiap
akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
mengkonrdinasikan nenmisiman Periantian Kinerja, Standar Pelayanan (S
SOPdan SPM urusan Kepaia Badan: dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Tata Kerja Sekretaris meliputi :

a.

b.
memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan:

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan
sahagans nada an malalrgannanSivagai pedoman ptiarSanaari tugas,

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan
Ar As 2-5 505 can nh ta 1LudihagkMi1Mati MALAS mempu: isi Sikasilagii, digsaradl, ktiyauaail,
penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan
kepegawaian:
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi:
ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi
perkantoran, pengadaan barang dan jasa, prumelamu, keamanan,
kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:
mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, TimRX mana man Wmunalan ham ATA Ds

semen Van ox Ta Tn at ANTAManajemen TErLbAanar JII LI, Ir Sigtrigariiga LIOYASI ak $ 13, EOnA 15regtas,
penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem
penalgarnah pengaduan, Sure index kepuassari MASyATakat, SUTVEU intermai
organisasi, survey index nilai persepsi korupsi:

t KAA aa MAbea S$ Om Tn ban 5s kuida SALA II LINI GITA
K3

AN aa SaAf arAnt

Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan
Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P:

mengrdina Atatrm maTAN EKO TitiHaa ai 2 ee

mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas
Kinerja), SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA,
TYOT 1 DOT An 1

mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan
perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan,

1 Pi

Sekretaris
KANAL

&
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1
H Er fiisii ttmmenekoordinusikan pelaksanaan adurtusirasi keptesawaman mt iputimembuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji

berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,
Sasaran Kerja Pegawai ISKP), Daitar Urut Kepangkatan (DUKj, usui
kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM,
KARPEG, KARIS/KARSU. LHKPN dan atau LHKASN, Penghargaan,
Pemberian Sangsi dan Cuti sesui prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

- 1 A "A.A,
Hici1eKOO! Giuasika pelaksanaan adiministi asi tis

dan penghapusan barang danjasa dilingkungan badan:

mengkonrdinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitaring
dan vahrasitk

ke
dan
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Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi :

a.

b.

na
pm

.
.

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan:
menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasadan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

. merenranakaan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi
menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan,
menyimpan, mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara
barang serta memhiat usulan penghapusan barang rusak herat sesuai

d

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD:
merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim
RA mn an Hn Dansa KAA ATP Tr ——. ta Ta ai DT —mamA Laba baOka CENICTI 1 CTUSANASI On4 43, CneCiInpangan IOVYASI Di 29, ZONA INC ETS,
penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem
penanganan pengaduan, Survey index kepuasan masyarakat, survey
internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi:

e.

perpustakaan, kearsipan, 'administrasiperkantoran, pengadaanbarangdan
jasa,

pemeliharaan,keamanan, kebersihan, keprotokolan,
dan transportasi

sesuai brosedu an ketentuan peraturan perundang-ungangar yang
berlaku:
Ineranansannka1 Ya Traraatrem Ary tai okt arehanima eantliirPA AA Ta FAT IranAr ta An AA ATI TALI AAAki Kol ihcahadte Ikrar Aga Lekii Alclat kiit. LISA A4 Cilik ICA HadALYTw.Ai1102 “JetL LAI pPelY Kla LL ACiAh

kebijakan daerah urusan Umum dan Ketatalaksanaan:
1111

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoringh.
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan
Ketatalaksanaan: dan

- Manan Bm an An maainelaksailaKAan GAN Iitiapoipor
oleh atasan.

An mn an Saran erna Aa nanTail Tugas KcgingsSanh Igihnya yag giberiKaihke
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Tata Kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi :

a.

b.
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b.

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan:
menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas:
melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: membuat buku kendali
kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali
pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai
(SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun,ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan,Pemberian Sangsi, Cuti,pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN
dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:
merencanakan pelaksanaan Sistem Informasi Manujeman Kepegawaian,Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja:
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Kepegawaian,

Ik

. .. Na SI 1g 3. 1 NN Ta PNG
Tab:
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kebijakan daerah urusan Kepegawaian:
merenranakan melaksanakan dan melanorkan pelaksanaan manitaringdan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian: dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

h.

IA

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi
ALAM AAA Kilis, Ii MAhdal ni ka rig z TriaTAMA ia 4

menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan
sehagai nedaman nelaksanaan higas:
merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA,Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan
LPPD Badan melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan:

c.

merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP
Sistem Penycudehan Internal Perueantah), LKPJ dan LKPD,

d.

menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan menyiapkan Surat Perimtah Membayar (SPM:

e.

menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi
pengelolaan keuangan:
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Penyusunan Program dan Keuangan:
Iescutanaka: Kegiatan dan mengcndalikan penyiapan bahan uvusunaaIII LL ih 3 Pp ALA TEMA INA 5 LIA AL BILA peihj ANA
kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan,
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monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Penyusunan Program dan Keuangan: dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Dg rata 11Fasai 24

Tata Kerja Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
meliput:
a.

b.

La
g
»

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
| anebini ata bot,baut,

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan bidang
Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi Perencanaan
Sumber Daya Aiam, Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata dan

Perencanaan
Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah

Pn tata sat Mo tata tanantaha!3 Agan relaMariAang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam:
memverifikasi Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Sumber Daya Alam:

d.

mengkoordinasikan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD, RPJMD, RKPD
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam,

1 sara 1. . 1 ND Lgi DD TnIncugkoortinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPUFD,x
RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya
Alam:

S

mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan RTRW
Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah

Kabupaten
dan K/L, Provinsi di

&
ana Bai Aan ber TA-—- A1Kab'upaten Bidang KEirEhtaligah KAnoni 5»Iigli DI SAYA Sugih,

. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkath.
Daerah Kahunaten /Knta Ridang Perencanaan Ekonomi dan Suimher Daya
Alam:
mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan:

L

“7 1 Ciarar Lpagi Ta a. ng TA ag gmaa
- 1Afi Ii ylap Sail Letiaua PerjanyLIKASI MIL c

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal SPM) urusan
Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam:

0... 4:KOOVPULILA SIRI Gil

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan Daerah urusan Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam:

k.

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Ekonomi dan Sumber
Daya Alam, dan

. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikanm.
oleh atasan.



Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

4-
timara

lp

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan,

“
aa aa nh an "1

menyusun rencana kegialan urusan perencanaan sumber Gaya akun

sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
merancang penvisim ranranyaAn RPP RPIMD iBj TirnmisanRKP

perencanaan sumber daya alam,

menganalisis rancangan RENSTRA perangkat daerah urusan perencanaan
sumber daya alam,
merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPDe.
PE Catat Sumuber daya alam,
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan
RPIMP unisan perencanaan sumber daya alam,

£

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
Kabupaten urusan perencanaan sumber daya alam,

&

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan perencanaan sumber daya alam:

h.

Kabupaten urusan perencanaan sumber daya alam
merenranakan dukimgan nelaksanaan kegiatan nuisat, nrnvinsi untu
urusan perencanaan sumber daya alam,
merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan perencanaan sumber daya alam,

k.
3. 2? “ 8 8merencanakan dan

menyiapkan bahan Perjanjian Kinerj
1

Operasional PPeosedag (SOP: das Standar Pr lavanan 3yLi

perencanaan sumber daya alam:
. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyianan bahan penyustman
kebijakan daerah urusan perencanaan sumber daya alam:

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
perencanaan sumber daya alam: dan
KET OA akan Eripalnatesera angle ara Sarapan ata Tigaspa Kertir Tayiraya yeKTI OI Sl, II ansalidsali Udi HICIMPUT Ra LATUS KCGJOSeii MALE YA
yang diberikan oleh atasan.hdi

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

La

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan,
menyusun fencana kegiatan usah Perencanaan Pengembangan Dunia
Usaha dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
merancang penyiam rancangan RPIPD, /ORPIMP, RKPD nisan
perencanaan pengembangan dunia usaha dan pariwisata:
menganalisis

rancangan
RENSTRA perangkat daerah urusan Perencanaan

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,
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Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,
merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan harmanisasi RTRW Daerah dan

RPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,
£

membuat konsep
pembinaan

tekis perencanaan kepada perangkat daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

&

RPJMD, RKPD urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
urusan urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,

1

km rena — 1. matan ——— .
merencanakan sinciBias dan harmonisasi Kegiataih perangkat daerah
Kabupaten urusan urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pariwisata

Merencanakan
,
Dukungan

pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi
untuk

merencanakan

|

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

LOSIi9ATI

k.
Pan Tn A0 ola 1 Tan maan Parama ranaan Dangembangan Tinia Usaha

pembangunan Gafran liniSan rErenCanaan 1 CigtinosigAal LTHnA USAnNA

dan Pariwisata,
merencanakan dan menviapkan bahan Perianiian Kineria, dan, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimai (SPM) urusan
Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,
merencanakan kegiatai: Jain sncigendalika: penyiapan bahu penyusunan
kebijakan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dandi
Pariwisata:
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan

monitoring
dan evaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan urusan
A

n.

Pi tita Pee bauya.. Nania Usahadan Paiwisata, dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
vang diherikan oleh atasan.

0.

Pasal 14

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:
Pika

h.

abigu 1s aer naga Trail kergubimabing, Inczabagi Lila, ZIii taehata Jati Ki Ciiiidi INSII Ktija
baw an:
MENYIISIM rencana kegiatan rimisan Perenranaan Ekonomi Reginnal dan
Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJIMD,

RKPD urusan
Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daer

menganalisis rancangan
RENSTRA

perangkat
daerah urusan Perencanaan

ku Reg:1d dan KcuMALInaIi Daeah,
d.

merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPDe.
Imnrsan Perencanaan Fkonomi Regional dan Kenangan Daerah:
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah:

£
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Kabupaten/Kota urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan
Daerah:
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Ekonomi Regional danh.

— --at-Keuangan Dacran,
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah

Kahupaten tirisan Perencanaan Fkonami Reginnal dan Kerangan Daerah:
1.

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah,

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan
Keuangan Duerah,
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah,

k.

1

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunanm.
kebijakan daerah urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan
Daerah:

giatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah, dan

Lt

merencanakan, melaksanakan dan meiaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

o.

Dapil: Keempat
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

D-.-at 1.PAGI 12

Tata Kerja Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
meliputi :

a.

b.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
entar ana .
NY OLI,

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan
sosial budaya dan pemerintahan meliputi perencanaan pengembangan
sumber daya manusia dan kebudayaan, perencanaan sosial
kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat dan perencanaan pengembangan

.

HA sakic4hatdaa Ketaai ng una TLLAAI Ja Lean an
eng PLAY Iu4ha rx laksanaan tugas,

mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan,
memverifikasi rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan:

d.

mengkoordinasikan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD, RPJMD, RKPD
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan,
sucanakou:Ginacikan pelaksanaan kcscpakatan dongan DPRD terkait RPJPD

e.

TOT KAI NI,
RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan,



Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

h.

ge
:
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Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah Kabupaten dan K/L, Provinsi di

Kabupaten Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan,

mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kabupaten Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan,h.

“ - nan AN Aa Ban PN
SANAANE

mengkoordinasikan pelaksanaan pengerwiaan ala Gal IMO Iasi

perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan

Pemerintahan:

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan

Pr
1Perencanaan Sosial Budaya dan Permeriuntairsus,

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunank.
kebijakan daerah 1misan Perencanaan Sosial Rudava dan Pemerintahan,

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan, dan

L

. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikanm.
PG,TE PEN PENViLIL ALASGIA.

Pasal 16

menganalisis, membimbing, membagi tugas, menehti dat ingni
bawahan,

renrana mmisan Perenranaan Pengemhangan Sirmher
Daya Manusia dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,
menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaand.
Da5 0 mma na an A7 mma lm Taya ema Tan Ke dua:
ILIR LILLAGI MUMULM LPAYA MIRIALADIA tida XC Muay aci,

merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD
urnisan Perencanaan Pengembangan Siimher Daya Manusia dan
Kebudayaan,
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan:

£

konsep perabinaan teks PS CuCaaaii kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Pengembangan Sumber

h.

Daya Manusia dan Kebudayaan,
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah1.

Kahmpaten umisan Perencanaan Pengemhangan Simber Daya Manirsia dan
Kebudayaan,
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan,

d
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pembangunan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan,
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar

Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan

1

Perencanaan Pengembangan Sumber DayaManusia dan Kebudayaan,

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunanm.
kebijakan daerah irisan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan,
merencanakan, melaksanakan dan

melaporkan
kegiatan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, dan

n.

LUCIenCcanakull, melaksanukarAl dan melaporkan Lugas
yang diberikan oleh atasan.

u.:sedinasan lainnya

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a,

$

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan,
menyusun rencana kegiatan urusan Perencanaan Sosial Kemasyar:akatai
dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

merancang penviisIIn rancangan RPP, RPEIMD, RKPD irnirsa
Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat,
menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat daerah urusan Perencanaan
Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat,

d.

merencanakan dan menyiapkan bahan Pelaksanaan MUSRENBANG RPJPDe.
urusan PerencanaanSosial Kemasyarakatan Gan Kesejahteraan Rakyat,
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan£
RPIMD unisan Perencanaan SJosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan
Rakyat,
membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan
Rakyat:

&

nerencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan RD terkait RPJPD,DP
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan SosialKemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyat:

&

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten
urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan

1

Rakyat,
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
tirtisan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat:
merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaank.
pembangunan daerah urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyat:
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar

1.

Gperasional Prosedur (SOP) gan Standar Pelayanan Minimai (SPM) urusaMEA Y KAL IE IVEIL

Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat:
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kebijakan daerah urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyat:

PT

merencaakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

n.

Ba Pe Ma PN Pn

AL.

ba rarefcitanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat:
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnyayang diberikan oleh atasan:

Pasal 18

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

«.

h.

i.

ta
n «

nacnganslisis nembak an ma Leah Le manam mM La aah man Mm Ve maaMA IMONION SIS, BERLALU UNI, LINA Bai tugas, Incint:iti KALI MIL ilai hasil Kkc jabawahan:
menynsin temtama kegiatan urusan Perencanaan PengemhanganPemerintahan dan Aparatur sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan A£ paratur,
menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan

Ar
d.

Pe ag Pan Dept tata nh An on nan ana 50PENS Ugieaii keiciili ea Uugil APA aLUE,

merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD
urtisan Perencanaan Pengemhangan Pemerintahan dan Aparatirr:

pa
m

e.

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah danRPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur,

£

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan
Aparatur,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RPIMP, RKPD dan APBD 1musan Perencanaan PengembanganPemerintahan dan Aparatur:

&

h.

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan
Aparatur,
mecuCanaKah dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, piuvinsi untuk
urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur:

pembangunan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan
dan Aparatur:

merencanakan pelaksanaan pengelntaan data dan informasi nerenranaank

ucicitanuakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusanPerencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur:

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan
Am no ba anAyo IL,

. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang herkaitan dengan urusan
Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur: dan
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnyayang diberikan oleh atasan.

1t.

m.

n.

o.
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Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengemhangan Wilayah

Pasal 19
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Pengembangan Wilayah meliputi:

W

a. memimnin memhimhing, memhagi pas, meneliti dan menilai hasil keria
bawahan,

b. mengkoordinasikan
penyusunan

an rencana kegiatan urusan bidang
Perencanaan Pembangunan Sar Prasarana Dan PengembanganWilayah

hi

meliputi Perencanaan Infrestruktur Wilayah, Perencanaan Pemanfaatan
Rang dan Pemirkiman dan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

Cc. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan
Wilayah,
rutin verifikasi Iki ali gail RENTOL KA Perangkai LDaerah Bidang SiSutuaiadali
Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah,

£. mengkoordinasikan pelaksanaan MUISRENDANG Rp.IPD, RPIMD, RKPD
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan
Wilayah,
mengkoordGinasikan pelaksanaan kesepakalan Ucimalh UTK Ika RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pengembangan Wilayah,

ba
pu

m
.

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan RTRW
Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah Kabupaten

dan K/L, Prov di
KabupatenBidang Peticntanaa Penipuan Saras Prasarana dan Pensemban

Wilayah,
h. mengkoordimasikan pemhinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Kabupaten Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengembangan Wilayah:

sa Z

adAige 1 ai 1

perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah:

bi
1 “

L, LUCUKKOU Ciitamik ii pelaksanaan Tag Puri ad

j- mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan StandarPelaayanan

Minimal (SPM) urusan
marun DaAwma ha Am PanrErentcangarn :Criyangutan sarana kat PATI Wilayah,2 ef ma dn

men,an reisemD
k. mengkoordinasikan dan mengendalikanpenyiapan bahan penyusunan

kebiakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengembangan Wilayah,

Il. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pengembangan Wilayah, dan

Ba PN Se SA Pt

pOISAl lugas KOuinhasSatli HL

a gan informasi
Pp

oleh atasan



Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsionalmelpti :

a.

lp
)

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan:
INCHYUDUN fSctucaka kemalan urusan Perercanaan Infrasiruktur Wilayah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
meranrang nPenyusIn rancangan RPBIPD, RPIMD, RKPD urusanTIA na ea ,
Perencanaan Infrastruktur Wilayah,
menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan
Infrastruktur Wilayah,

d.

merencanakan dan
menyiapkan bahan pelaksanaan

MUSRENBANG RPJPDe.
strTi WilatLe LAMA PerasLIA IniTA LET HA ali,

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPIMP ymrusan Perencanaan Infrasimktir Wilayah:

f.

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan InfrastrukturWilayah:

8

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan InfrastrukturWilayah:

h.

Inerencarnakar sinerpias Jari tra rInuri susi kegiatan Perangkat FALI OI
Kabupaten urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah:
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan nisat, nrnvinsi untk
urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah,
merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah,

k.

merencanakan dan
menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar
OperasioonalProsedur SOrj dan Standar Pelayanai1 Minimal|(SPM) kusan

1

Perencanaan InfrastrukturWilayah:
merencanakan kepiatan dan mengendalikan penyianan hahan Penyisiman
kebijakan daerah urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah,
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urus
Perencanaan Infrastruktur Wilayah, dan

anu

u, . Ma | LA aan PEN -Y as
Ta" .SUCI SIAK UH, maelaksanakasi Udit LiICidpOIKGai Luas kedihasu: KAL

yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

ap
2

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasilIkerjabawahan:
menyusun rencana kegiatan urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan
Pemukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
merancang PEN rancangan RPIPD, RPIMP, RKPD nrusan
Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman:
menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan
Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman,



in,

1
1 | , tes yaa met patata ta UTUSRENDAN xar :. ga » CoWwetarn . nBIC CE MANGA MG ILY KAMI KU pcluksSEA IV PU DAN

urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman:
Ta Tamtr Jr

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang an Pemukiman:
membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman:
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan
Pemukiman:
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman:
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urusan Perencanaan PemanfaatanRuang dan Pemukiman:
merencanakan

pelaksanaan pengelolaan
data dan informasi

perencanaanpeubangunan daerah urusan Percacanaan Pemanfaatan Ruang dai
Pemukiman:
merenranakan dan menyiapkan hahan Periantian Kineria Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman:

- - gia AT na nm man ana gn
AN 1Iucrencairakan Kegiatan dan nengendahkan penyiapan bahan penyusunaii

kebijakan daerah urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan
Pemukiman:

. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring

dan evaluasi
kegiatan yang

berkaitan
dengan urusan

Percocanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukusan: dan
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnyayang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan:
menyusun rencana kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan WilayahKecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan:

arangan RENAMIA a PETA TAN | 1 —-.. Aamenganalisis jancangai KE N DIPA Perangkat E ati pa. rr Eta

Pembangunan Wilayah Kecamatan:
merencanakan dan menywankan hahan pelaksanaan Mi3ISRENBANG, RPP
Urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan:
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pembangunan Witayah Kecamatan:
membuat konsep pembinaan teknis

perencanaan kepada Perangkat DaerahTx,Kabupaten MILast Persutar:dil PerubaunsMBULACUI YYil Ayuati Kecamatan,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RP.IMD, RKPD dan APRD Unisan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Kecamatan:

fkGc.

£

g

h.

k.

1

n.

#2111LUIA“AL aya, At IC

a.

b.

£

g

h.



Merencanakan SinGfgilus Gan Kharrmontsusi kegialan Perangkat DuerahJA ak
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Kabupaten urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan:
merencanakan diukimgan pelaksanaan kesiatan piisat, provinsi unik
urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan,
merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaanpembangunan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Kecamatan,
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusanPerencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan:

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan:

aman» .»merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan: dan
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Ia Sa Pe PeeDagiah Keenain

Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah
m1Fate kanw

Tata Kerja Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah meliputi :

a.

b.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
Inatererta na"Pe vw IL rat 13

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan bidang Perencanaan Dan
Pengendalian Pernabangunan Daerah meliputi Perencanaan Pembangunan
Daerah, Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian dan Evaluasi
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
Imengkoordimasikan penyusunan dokumen dan perencanaan Permbangunan
Daerah antara lain RKPD, RPJMD dan RPJPD,
mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

mengkoordinasikan, mengelola dan menganalisa data dan Informasi
perencanaan pembangunan daerah:
mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran database perencanaan
pembangunan daerah, pclaksauaau Penyusunan penetapan indikator
kinerja kegiatan Badan, pelaksanaan koordinasi penyusunan penetapan
indikator kinerja pemerintah daerah, sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen evaluasi pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

&, Sasaran bahan lapu:r an tahunan
(annual report) pembangunan daerah, bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban ILKPJ):

mengkasrdina stan Ju, gmna entenMELISA MLAbinoit Uci: BALLY LAB SANDI Y

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Standar Operasional Prosedur(AAM Ann Ot dam Dalnarnsa na Manual FATIRAN 1. aa .M4 Gali DifiliatT rMAYAanan Vila orm) Lirlisan

Pengendalian Pembangunan Daerah,
Dima an naa Ha Janarerencanaan Gan

k.

m.

£

8

h.



a.

b.

Cc.

1u.

i.

j.

k.

a.

b.

Cc.

da
mamah na TT AN mmmam at Tx La 5ALA PAI JA "1 MU, Yana

1 ar
ls. P 2 1, Fri adan tt F -. : 1

eng trsaraIncugKOUrUutitasikaf lai INCNgEnGUauksan pPehykapat bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah,
mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan dan PengendalianPembangunan Daerah: danCingangUitaih GgSran, uai

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikank.
oleh atasan.

Pasal 24
Pitt z tbed aj

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjahawahan:
menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan PembangunanDaerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
merencanakan menyiapkan bahan untuk evaluasi pelaksanaan
pengendalian pembangunan,

iapkan pelaksanaan koordinasi dalam1y
aksanaan RKPD, RPJMD dan RPJPD:

meminiat konsep sasaran hahan lanoran tahmnan fanmmuai renari
pembangunan daerah, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)Ta nm at.Dipa,

pel
CV Mas

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) utusan Perencanaan Pemhanpiman Daerah:

£

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Daerah:

g

. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaanh.
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan-

—. any 23
2 DK Hn an TA 5 em ti,IE Oli ai12811 Itilibaligyuitati LSgtr it,

merencanakan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan mengenai
perencanaan nembangtinan daerah:
menyusun konsep indikator kinerja kegiatan Badan, pelaksanaan
koordinasi penyusun penetapan indikator kinerja pemerintah kabupaten
dan dokumen evaluasi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan informasi kepada pimpinan dan
masyarakat: dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25
TJ

oa oma Va 1 den ng YR mam nh
n

1. 1Aan uingsional maclipu

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan:
menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembiayaan PembangunanDaerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
menyiapkan konsep pengumpulan dan analisa data pembangunan daerah
(SIPD),
inglaksanakan pengtuapulan den analisa data peiubangunan dacrah:



ct
ha

Tata Kerja Keompok Jabatan Fungsional meiputi :

&.

».

, 1
7. patah sarang BiaIsenyiapkan penyusunan, peasembangan dan pemelharua Sistem

informasi perencanaan pembangunan daerah,
menyiankan nenceintaan shidin data pem hang man daerah:" aa sn nana

5
Je t — 3

merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi, validasi,
verfikasi, publikasi, analisa dan pengelolaan data pembangunan daerah:
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan

h.

5915 FE
AtPembiayaan: Pembangun

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evahnasi kegiatan yang herkaitan dengan 1musan
Pembiayaan Pembangunan Daerah: dan

— -- ——Si i3 an)

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Pa
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bawahan

menyuam rencana kegiatan umsan Pengenialian dan Bvahnasi sehagai
pedoman pelaksanaan tugas,
merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pembangunan
daerah di sub bidang Pengendalian dan Evaluasiimerencanakan dan
menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi, validasi, verfikasi, publikasi,Aaahsa dan pengelolaan data pembangiman daerah:

c.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD,merencanakan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan
Instansi/SKPD terkait dan Instansi Vertikal berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja:
MM

pmr aa tes nat 1 NN DN Aa . Ne: Te TANAa :TN TN
Lg . ,MAC CICI ai SEA Kid ISSI SINI LASI Pia Saida IELICAIIA

pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi dan
APBN.merencanakan dan menyiapkan bahan untuk evaluasi pelaksanaan
pengendalian pembangunan daerah sesuai program yang tercantum dalam
anggaran APBN/PHLN/Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) serta anggaran APBD Kabupaten, agar berjalansesuai perencanaan, target dan sasaran pembangunan daerah:
Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
pengembangan pembiayaan yang bersumber dana hibah dan/atau
pinjaman luar negeri, serta kerjasama pembiayaan pihak swasta (corporatesocial responsibility/CSR dan Public Private Partnership) :merencanakan
pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan mengenai perencanaan
pembangunan daerah:

£

merencanakan kogiatan dan pulaksataas koordinasi programEL

pengembangan pembiayaan pembangunan terhadap Perusda/Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):.membuat
konsep sasaran database perencanaan pembangunan daerah, sistem
informasi perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan penyusun
penetapan indikator kinerja kegiatan badan, pelaksanaan koordinasi
penyusun penetapan indikator kinerja pemerintah kabupaten dan dokumen
evaluasi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku sebagai bahan informasi kepada prnpman dan masyarakar:



4
ar. ag

1 . Mr, Ag. “ | geratag r 1Imerencanakan kemalan dan menyidentihkasi sumber pembiayaan
pembangunan daerah dari berbagai sumber untu menjadi bahan analisa
pembiayaan pembangunan daerah.

ai :

ii Merencanakan dan Menyiapkan bahan kerjasama dengan Instansi/SKPD
terkait dan Instansi Vertikal berdasarkan

peraturan perundang-undanganyang berlaku untuk Keberhasilan program kerjasmenyiapkan pelaksanaan
koordinasi dalam hal pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD,
RPJMD, RKPD:

j-. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan analisis kebijakan sumber-
sumber

pembiayaan pembangunan,membuat konsep sasaran bahan
laporan tahunan f(umuul sepur) pembangunan dacrah, bala Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPAJ) Bupati,&

k. merencanakan
kegiatan

dan Melaksanakan inventarisasi dan analisis
Kn maan nahi mtor

pa MEN EN PN un aa Ia memang ah nm mama La Lx men MAA MAL PX ANHaa bagai Kebijakan dan informasi YArNg vCrrairari der Iyan Denyiapan Sikana

alokasi pembiayaan pembangunan daerah, merencanakan dan menyiapkan
bahan pelaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
lingkup Badan,

l. merencanakan dan menyiapkan
bahan perjanjian kinerja,

Standar
A1 DeanOperaasiona! Troscdur SCmdIan Standar Pc

Pengendalian dan Evaluasi:
clayanan Minimal (SPM) urusan

m. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Pengendalian dan Evaluasi:

n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pengendalian dan Evaluasi: dan

o. anerencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

ATI 17UFUJ V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1gasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasdan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuaidengan keahlian
dan ketentuan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari
sejurniah tenaga dan jenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian.

(2) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana

dimaksud dalam PasalD7 Arta trah berdamartram Irabrrtaaha, hak (ramsar. Tax!if taILU LA ita ALL aa Sai It kebutuhan A4CilA 13Coan BAJA
(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Badan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor
72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 September 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARY”

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 38

EDI DAMANSYAL:
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